GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 853. 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh
Wali Kota.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 858 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh
Wali Kota.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4355).

Undang-Undang Neomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 68541;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor &7357).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik [ndonesia Nomor 6306a).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerall (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraluran Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian yang tidak lerpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Wali Kota Bukittinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Dae¢rah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Draerah Kota Bukittinggl tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7 (tujuh] hari terhitung sejak
diterimanya Keputlusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota
Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali
Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggl tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Wali Keta, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Neperi, selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Bukittinggi menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kola Buldtiinggi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Wali Kota Bukittinggi tenlang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai
dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum
KEDUA untuk mendapatkan nomor regisler.

Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukitllingg tenlang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan
Daerah Kola Bukittinggl tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota
Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan
nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.



KEENAM

KETUJUH

o

Penganggaran, pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
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II.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMQOR 603 - - 2023

TANGGAL Desember 2023

TENTANG EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DDAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Pcraturan Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Dagrah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umurm;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)], Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (FPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

KEBLJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2435 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan [Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh
Wali Kota, meliputi:

A, Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Wali Keta Bukittinggi
dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur
dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai
beriloat :



Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

o S Penetapan / Persetujoan /Surat

| NO | Uralan pan/Persetnjoan/ Ket

' o Nomor Tanggal

1 : Penetapan Hencana Kerja Sesuai,
: Pemerintah Daerah (RKPD) i . ipaling lambart 1 {satu)
i 12 Tal 2023 ! 3 Juhi 202 .
| Tahun 2024 L w2023 inggu sctelah RKPD
| Provinsgi ditetapkan

2 T Penyvampaian Rancangan KUA Sesuai £ :
dan Runcanpan PPAS TA. [paling lambat minggu Il
f{giz dﬂ?pﬁﬁi siﬁ;?;; agal 910,804/ BK.01/ 2023 11 uizozz | Dulanduli 2023)

Ltanda terima dokumen dan
DPRD/ Setwan|

3 Kesepakatan Rancangan Sesuai,

Perubzhan KUA TA. 2024 180/05/HUK-E /2023 o Agustus 2023 | (Paling lambat minggy 1T
antara Kepala Daerah dan 1701 /NKB-DPRD /2623 ) bulan Agustus 2023)
DFRI)

4 | Kesepakatan Rancangan PPAS Sesuai, T
TA. 2024 antara Kepala LEO 06/ HUK-E /2025 8 Aeustus 2023 {palimg lambat minggu Ll
Daerah dan DPRD Kota 170,02 /NKH-DPRD/ 2023 R bulan Agustus 2023)
Bukittingpi

3  Penyampaian Rancangan ! Sesuai,

Pt;ral;u;an E{;iztrral'; !;1'1'1t:ani_:.gjﬂl ; ipaling lambat mingey 11
- APBD TA, 4 oleh Kep . i B September bulan September 2023)

Daerah kepada DPRD [=esuai 910.1052/BK.03,2023 I 2023

tanggal tanda terima dokumen :

dan DPRDY/ Setwan}

6 Pengambilan persetujuan Scesuai
bersama DPRD dan Kepala 180/ 5/ HUK-E/ 2023 30 Nuvember ipaling lambat tanggai
Daerah Tentang Ranperda 170/08/ KPB-DPFRD 2023 2023 30 November 2023)
APBD TA. 20124

7 | Menyampaikan Rancangan . T

| Sesuai
. Peraturan Daerah tentang ) (disampaikan paling
AFBD dan Rencangan Perkad: ] .
B | g10/1958)HK.08, 2023 ‘ 04 Desetuber | lambat 3 (tiga) hari

| dievaluasi

tentang Penjabaran 4PBD Ta.
2024 ke Gubemur untuk

kerja setelah
persetujuan bersama)

Rancangan

Peraturan

Draerah Kota Bulittinpggi tentang APBD Tahun

Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Wali Kola Bukittinggi dan
DPRD pada tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada
Gubernur pada tanggal 04 Desember 2023 2023, sudah sesuai dengan
Pasal 245 ayat {3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telgh diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabei 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada
Gubernur uniuk dievaluasi paling lambat 3 (liga) hari kerja sejak tanggal
persetujuan  bersama terhadap Rancangan  Peraturan Daerah  Kota
Bulkittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukitlinggi teniang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut jupa disertal dengan
RKFPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

REKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Bukittinggi Noemor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ditetapkan pada tanpggal 3
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Juli 2023, sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kola menetapkan Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1
{satu) minggn setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerash Tahun 2024,

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Wali Kota Bukittinggl kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal
11 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Bukittinggi dengan DPRD
Kota Bukittinggi terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 09
Apustus 2023, khusus untuk kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD Kota
Bukittinggi sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan
APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat
Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu
I Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun 2024 oleh
Wali Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 08
September 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal! proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD olch Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Mingegu II bulan
September bagi daerah yang menerapkan 5 {lima} hari kerja per minggu
atau paling lambat Minggu [V bulan September bagi daerah vyang
menerapkan 6 {(enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kota Bukittingg dengan Wali Kota Bulkittinggi
pada tanggal 30 November 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel! 7 angka 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2024
yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daecrah
dilakukan paling lambat 1 {satu) bulan sebelurmn dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Bukittinggi agar menjuga konsistenst
dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD,
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintatt Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan tmaksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah vang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya, vyang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
culup tersedia.

Pemerintah Kola Bukittinggi dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan
ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi lentang APBD Tahun Anggaran 2024,
harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional
vang dapat dicapal untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan
memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4]
Peraturan Pemcerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menyusun
prognesis  target pendapatan harus memperhatikan  realisasi
pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari total pendapatan daerah
dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD
Tabun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun
Angpsran 2023 sampai dengan akhir November 2023 sebesar
Rp542.111.127.735,79 atau 73,89% dari total pendapatan daerah
dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2023.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang APBD Tahun Anggaran
2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah [RKUD] yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
dan penerimaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagal penambah  ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu] tahun anggaran,
schagaimana maksud Pasal 28 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1.] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan iarget pajak dacrah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optmalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemuliban ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi,
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Kebijakan Belanja Daerah

a.

Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana alas penerimaan daerah dalam jumiah yang cukup dengan
memperhalikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88% dari total belanja
daerah dalam Peraturan Dacrah Kota Bulkittinggi tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja
deerah Tahun Anggaran 2023 per 31 November 2023 sebesar
Rp555.324.462.348,13 atau 68,47% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2023,

Pemmerintah  Daerah Kota Bukittinggi menyusun program
pembangunan daerah sesual dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kcbutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.l.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 15 Tahun
2023,

belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesual dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
1] penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
aj) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
b peningkatan pendapatan masyarakat.
¢} penurunan jumlah kanteng-kantong kemiskinan.
2] penurunan stunting antara lain:

a) Lkegialan yang mendukung inlervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bag ibu
harmil, bayi dan balita.

b Lkegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

¢) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan,

dengan memproritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendukung pemberian maikanan tambahan dan suplemen
gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalan inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan keterscdiaan pangan strategis.
b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
c} pemberian banluan sektor pertanian yang tepal sasaran.
dj penguatan tala kelola logistik daerah.
¢] pengawasan harga dan opcrasi pasar.
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4] peningkatan investasi antara lain:
al kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission (OSS).

bl mendukung penpuatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
6) pembangunan infrastruktur; dan
7} peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam {SDA).
Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target capaian kinerja
prograin, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd
untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kota Bukittinggl memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capalan target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
schagaimana diamanatkan dalam Peraturasn Presiden Nomor 33
Tahun 2020 lenlang Standar Harga Satuan Regional sebapgaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga BSatuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

4.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.l.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurat
kelompok, jenis, objek, nncian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pembiayaan netto  merupakan selisih  antara  penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pemhnayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
delisit anggaran.
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KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALL KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN EEPENTINGAN UMUM

A. Kehijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBLD} Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp756.734.447.755
mengalami penambahan sebesar Rp5.475.293.861 atau 1% dibandingkan
dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp751.259.153.894.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah [PAD} sebesar Rpl153.160.514,484,
2. Pendapatan Transfer sebesar RpHb03.573.933.271.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut hanis merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4} Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus mclakukan reformasi
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan permulihan ekonomi dan restrukturizasi transformasi
ckonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpo02.426 957
dirinet sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapalan Daerah
URALAN JUMLAH [Rp)

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) _ 183.160.514.484

~ Pajak Daerah ) 34.110.644.633
Retribusi Dagrah . 57.679.136.250
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlkan . 8307 425 308
Lain-lain PAD yang Sah 33.063 308,293
PENDAPATAN TRANSFER | 492.812.127.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat . 560.883 484 530
Pendapatan Transler Antar Daerah _ 33.600.448.741
Jumlah Pendapatan _ 756.734.447.755

1. Pendapaian Ash Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dan PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp153.160.514.484.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD
Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.



Tabel 2.1

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Dacrah

| % Selsh | %darl q._.nui_
| Targel RAPBD Suiah Target e %ﬁ&a "o |
AFBD-F Tahun Angaaran 2022 APBD-P Tahun Anggaran 3023 Tabm hmnm”ﬂuﬂnﬂﬁm 20% dan m dan Realksasi _
Uraian " S ! 2024 RAPEE TA 2024 Targe | APBD-PTA
| RAPEDTA | 2023 por 10
{Re} ®p) _ 02 | Nev 083
Target Reaiisas Torgel o v (R} Re o m
1 Z ] 43 5 [} Tagh B =65 10m% -5 11=6:6
PENDAPATAM ASLIDAERAN 136257791456 , 130796925184 | 9599 137.41).208.479 103518158051 | 7555 15180504484 | 15.747.205.005 11,46 wm
Pajak Doersh £0.250.852 262 5570750308 | 906 52510 644.633 4638045963 | 51,09 54110 844 831 500.000.000 6.9 124,00
Pajak Hote! 16132300000 . 16203156513 | 1004 | 17332300 000 14209709940 | 5198 16480700000 |  B51B00.000  (a91) 11588
Pajak Restoran B532186.156 690703972 | BOSS MO54424206 | BIE3I0IES [ 030 9 249 300.000 405124208 13.01) 150.07
Paak Hiburan 1.0BB.022.31D - 1004246805 | 8230 983 022 210 BE15I5658 | €922 500 00 00 488022310 (4039 56,72
Pajak Reklame 60800000 - wrosz1ss [ 23r | mueasa 867 063 767 ﬂ B6.76 750000000 [ 249354301 ¢ (2435 26,50
Payak Porarangan Jalan BOT4.338.220 6 7BBIBTECZ | 100.1% '6.224.334.220 55023500855 | BEAC 5 5015 100, 000 e R RE 107,32
Paok Parkr - 4D0.000. K0 122475568 | AN62 404) 0H) 004 NS0BETN0 | BT 200,006 000 200000000 | (50.00) 00|
Payak Aif Tanah 70.000.000 TEOT5811 | 10858 300 000000 BIBS6 061 . 2089 350.000.000 %0.000.000 16,67 558, 60)
Papak Burk dan Bangunan Pavdasaon dan Parotaan (PREPZ 4,080, 700,000 JE5.523.043 05 Bg 4090 100 000 IORPEM N BEGd 5124 355357 104,255 567 nM 12965
m Riea Paroishan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTA) 1022105576 12896515896 | 10671 13.222.108576 | 11787929897 . B9.15 15 551,289 265 2.379.183.690 ez | 1mgy |
| Retribugi Deerah 48,654.034.000 46662305080 | G585 TE1 R0 256000 | 2IMESEN - 412 57679136250 | 56889717250 10,94 173,05
! Retribusi Prlayanan Kesehatan 550,000,006 TORTIO0G | 12896 £50 000 000 400457000 . 445 B41.341.250 41,341,260 16,61 0,00
. Retribusi Palayanan Parsampahan' Kaberahan 1.550.564.000 1511797 530 48,77 1 600 000 D 13502148%) © 7870 2725 000,000 1.1 5000000 . G40
" Ratribusi Palayanan Pamakaman dan Pangabuan Mayal S.000.000 2275000 45,50 5 (00 00G 110000 ° 6300 0
Ratritasi Palayanan Pate i Teps Jalan Umum 1500000000 1305794000 | B7.05 1.534.257.000 | DNR4SBC 4933 1545835000 ABAZZONG | {256) 19795
Retribysi Folayanan Pagar 1,272 500.000 1316078600 | 10347 T oeS00GO0G | B38BT B5A7 7141835000 1456925000 | 11748 72850
Refribusi Penyedsaan danvatau Penyedatan Kakus 2.000.000.000 2212882000 | 1064 2 200 D00 000 1T TR0 G167 2123.000.000
" Retribusi Palayanan TaraTera Lllang 7000000 B85 50 11651 10 00000 8187 800 B1,34 0
: ﬁﬂ”_cﬂﬂw“sﬂﬁ aan Pengendalizn enara 25000000 ASGEB0000 | 1AIET 270 400000 14920006 4250 D 27D 400.000 | {100.0] 000
Retribusi Pemakaian Kehayaan Doersh L 23000000 : 17292800 | 7642 162 000008 122728600 B743 171,360,000 189.360.000 | 1040 wash
| Retribusi Pasar Grosir dan‘atau Partokoan 5.800.000.000 aRMOTTeM | B B700.000.000 | G64D245386 DM | 4503000000 | 7B03.000.000 | 11646 218,11
! Rofribusi Terminal 152500.000 190204000 | 904,27 754 546,000 1AD7ER000 | S5.28 0
' Refribusi Tempat Khusus Parkr 2.000.000.000 1542814000 [ 7714 1 663.776.000 B24.361.000 26.54 7 588 165,000 SISEIL000 | (27 ) 2R0.00
" Ratribusi Ruman Petong Hewan 240000.000 MI040000 | 10043 218.000,000 183932000 | e yr 235,000 000 17 D00 000 180 12176
Retribusi Tempat Rekreai don Olahraga 28 800.000.600 JTTAGSSEO55 | 9634 32 B42.160.000 19290235478 | Sa.74 28.93(0.000.000 2512160000 | (AT 155 1§ _
Retribusi Penjuslan Produksi Usaha Daarah BD.000.000 | 73850545 | 823 | spm00oe | SIB0BSES | EF6 | TAS00000 | -5 ST 000 {5, BB T 13845
" Refribusi [zin Mendirikan Bangunan 1BD.C00.0600 | 172393645 | 9650 £00.000.000 484714818 | BO.7D 500,000,000 A0 000 | (16 67) 0,00
retibusilzin Trayek untuk Menyeckakan Peayanan Angrtan __ 34.470.600) - 2022000 | 8551 35.020.000 420000 | 916 o 35020000 | (100.00) .00
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i L Solsih | % dan Target
. Selsih Targe! Tamget | RAPBD Tahun
APBD-F Tahun & 2022 APBO-P Tahyun Anggaran 202 Tamgu RAFBD AFBD-PTA | Anggaran 2024
afun Anggaran wn Anggeran Tahon Anggaran | ¥ unﬂwﬂau 223dan | dan Reslisssl
Uradan % % 2024 RAPED T one | Tarumt APBO-P TA
. RAPEDTA | 2023 per10
{Rp} I o L . 2024 Nov 2023
Target ” Roalisavi Target ;Eﬁ,__-._s_mw. 0 {Rp) iRp) %) 1%)
o e 3 2 1 3 =2 5 T8 =55 e T “peg5 10295 11=3%
Hasil Pangalciasn Kaknyaan Daerai yang Dipisahian 755,000,000 041201025 | &4 | B07A25.308 | BB3eA3Eid | 10066 | B307425.308 | 0 0,00 9,33
Begien Laba yarg Dibagikan kepada Pemerintah Daerad
(Dividen) atas Pengortaan Mo pacs BUMD 7 505 000 000 BE41201925 | 8840 B.307.425.308 363843874 | 100,69 3 307.425.308 o 0.00 9,33
Laln-Laln Pendagatan Asl) Daeerah yang Sah 25750 G005 154 TR A3 ENZ | 90 73.504.580 538 WARITISEE | 7864 TIO81.3A 03 SSWART.T55 | WOA7 115,85
| Hesil Penjusian Aset Lainnya --| 214.186.000 - IFW0000 | 16.T6 214156000 128904400 | 6098 714.186.000 B 000 166,16
Hasil Sewa BMD M5 000 000 R42229.200 | 15717 1 165.000.000 124220500 | 1066 335 000 000
Hasil dari Bangun Guna Sarah 722000000 . 90562848 | 1254 BE4S 447 BO45247 | 100.00 0 ] -
Jasa Ging 4 650.000.000 | 2639172488 | SE7E 1650 000,060 1058278488 | 6414 1 50.000.000 0 0.0 155,91
Pendapatan Bunga § 750.000.000 , 4244628513 | 7382 2.250 000 000 1576107544 | 7085 2.260.000.000 o 0,00 142,76
Tuntutan Ganti Ketugran Deerah ferhadap Pegavwa Megeri :
Bakan Bendahara atay Peiabat Lain 4 _ 6060, 060 4.5l 0 4 un__cnb.m we ~ B -4 200 06 11060, 005 0.0
Penarimaan Komrsi. Potongan, atau Bentyk Lain 0 142,636,531 77 BAZATE FAT2B0 | 13315 D 2TBEIAIE | (1D0,00Y 0.00
%Rﬁ Derda alas Ketariambatan Pataksanaan ' 191 880,144 49 245 AEABGET | 104424 o 4D 245 | 10000 0,00
Pendapatan Danda Pajak Dacrah T 125 D0G.H00 | 14802457 | BT 7 1R0.000.000 W0492462 | 19266 150 000 DOA o 0.00 T oo
Pendapatan Denda Retnbisi Caeai ol 150,043,745 | i o  mesewss | | o 0| Do 0,00 _
" Pendapatan Hasil Eksakusi alas Jaminan o BN - | 2000000 2000000 | 10000 | 12074576488 | 12072675486 | 60363382 |  b0373aE2 !
© Pendapatan tar Peagembahan 2554 417 426 2663715364 . 10428 874.183455 | 1473438576 | 123 [ 15.000.000 BSORI4SS | 198.79) 128
Pendapatan BLUD T 15438 301 768 6155511364 D465 73130797 1202612337 | 7047 16,374 445 BOS TSG2 168 | (442 EX TR
Pendapaten Danda atas Palanggaran Feraluran Deerah ¥ MA00000 0 000 27 B350 45575000 165,68 2T G26.000 (100,00 0,641
__ Treasuary Deposit Facility 0 4. 4} 1462 990.283 00 | L o] 1 .00
Pandapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP ) . - o 2eezI0n | 000 | ol 0,00




Selanjutnya, targei PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi teniang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran targel Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp54.110.644.633.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke daiam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1} Pajak Hotel sebesar Rp.16.480.700.000.

2] Pajak Restoran sebesar Rp.5.249.300.000.

3] Pajak Hiburan sebesar Rp.500.000.000.

4) Pajak Relklame sebesar Rp.750.000.000.

5] Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.905.000.000.
&) Pajak Parkir sebesar Rp.200.000.000.

7} Pajak Air Tanah sebesar Rp.350.000.000,

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebesar Rp5.124.355.367.

9 Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rpl15.551.286.266.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran larget pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp57.679.136.250.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp5.477.111.250 dengan rincian
antara lain :

a} Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.641.341.250.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Rp2.725.000.000.

¢) Retribusi Peclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rpl.845.835.000.

d} Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.141.935.000.

e] Retribusi penyediaan dan/atau  penvedotan  kakus
Rp.2.123.000.000.

Apablla masih ada pendapatan BLUD yang berasal darl
Jasa layanan kesehatan yang masih dicatatkan dalam
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada obyek Pendapatan
BLUD darl Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi
Jasa Umum pada obyek Pelayanan Keschatan, hal ini
sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Pasal 27 ayat {3} yang berbunyi: Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} termasuk pelayanan yang
diberikan oleh BLUD.

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp47.702.025.000 dengan rincian
antara lain :

a) Rctribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah sebesar
Rp371.360.000.
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b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebesar
Rpl14.503.000.000.

c) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp2.588.165.000.
d) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp235.000.000.

e] Retribusi Tempal Rekreasi dan Olah raga Rp29.930.000.000,
f} Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp74.500.000.

3) Retribusi Perizinan Terterti sebesar Rp500.000.000 dengan
rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi dacrah dalam Rancangan
APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang
disusun berdasarkan:

1} Undang-Undang Nomor 28 Tazhun 2009 tentzang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah untuk target penerimaan sampai dengan paling
tama 4 Januari 2024 dan

(2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a} dan butir C.2.a.1)b) Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah vang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tangga! 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraluran daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat langgal 5 Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennva efektif
mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025, Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagail berikut;

{1} pajak kendaraan bermmotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2] retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3} retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi dacrah

laintiya, apakila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBLD Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling
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secdikil kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain
itu, penetapan targel pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
memperhatikan:

{1

(2)

(3)

pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022

kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;

insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permochonan wajib
pdjak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdassarkan pertimbangan, antara lain:

{i]. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

{ii). kondisi tertentu objck pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

(itl}. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

{iv]. untuk mendukung kebijakan Pemcrintah Daerah dalam
mencapal program prioritas Daerah; dan /atau

i¥]. uniuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasicnal, sesuat maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemnberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 30 November 2023, realisasi
Pendapatan Asli  Daerah (PAD] Kota Bukiftinggi sebesar
Rpi00.907.096.580,34 atau 73,43% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpl137.413.209.479 yang diaraikan antara lain :

1] Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp42.417.737.398 atau 79,12%
dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp53.610.644.633.

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp33.852.614.999 atau
65,11% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp51.990.259.000.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kota
Bukitinggi perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan
Retribust Daerah tersebul secara lebih cermat sesuai dengon potensi
nyata yang dimiiki, sehingga besaran {target Pendapatan Pajok
Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota
Bukithnggi merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur
secara rastonal dan dapat dicapai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan vyang tercanlum pada Lampiran 1
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurutl Kelompok den Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
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Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp8.307.425.308.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota
Bukittinggl, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah  Yang Dipisahkan  dianggarkan dengan
mcemperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun Anggaran 2023 scrta
memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1] Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah,

2] Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sojumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
scbagai akibat langsung dari investas yang bersangkutan.

4] Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

o) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagat akibat dani
Investas) Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Dacrah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menterni Dalam Negeri Momor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kotz Bukittinggi juga harus mclakukan
antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak
menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based), atau
belum memberikan bagian laba yang signifikan alas penvertaan
modal tersecbut kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, mulai dari
melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan dispesal (penjualan aset) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due difigence melalui lembaga appraisal yang
certified lerkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh fsebagian aset dan kekavaan perusahaan dimaksud tetap
merlipakan kekayaan Pemerintah Kota Bukittinggl yang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain  itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus lIcbhih
mengelektifkan peran dewan kotmsaris sebagai pernegang ssham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS)
ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Keta Bukittinggi sesuai dengan tujuan penyertaan medal
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukiltinggi
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tentung APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.063.308.2G3,
harus mempedomani Pasal 24 ayat {4) dan Pasal 31 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1} Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp214.186.000.

2} Hasil Pemanfaatan BMD yang tlidak dipisahkan sebesar
Ep.335.000.000.

J) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp.720.000.000

4) Jasa Giro sebesar Rpl.650.000.000

5] Pendapatan Bunga sebesar Rp2.250.000.000.

&) Pendapatan denda pajak daerah sebesar Rpl150.000.000.

7] Pendapatan hasil eksekusi atas jarninan sebesar
Rpl2.074.676.488

8] Pendapatan dari pengembalian sebesar Rpl15.000.000.

Penganggaran target Pendapatan Daerah vang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
RpH03.573.933.271 atau 80% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggl tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan
pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah vang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rp569.883.484.530 diuraikan pada jenis pendapatan
sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan sebesar Rps62.729.369.530 yvang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

al Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) schesar
Rpl11.350.416.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU} scbesar
Rp451.726.253.000.

¢l Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus ([(DAK] Fisik
sebesar Rp33.259.715.530.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
sebesar Rp66.392.985.000.

2) [Inzentif Fiskal sebesar Rp7.154.115.000,
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target Pendapatan Daerah vang bersumber dari Transfer Antar
Daerah merupakan bagi hasil pajak sebesar Rp33.690.448.741.

Dianpgarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bag Hasil
Fajak Dasrah dalam APBD Pemmerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal penetapan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran
2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024,
maka anggarannyz didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
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diamanatkan butir C.2.b.53)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomer 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Bukittinggi Tahun
Angparan 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Bukittinggi
sesual surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah
Kemenierian Keuangan melalui surat Nomor: S-128/PK/2023
tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah TA. 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat _
; Jamlsh {Rp|
Uralan - seclisib
APED 2024 SR Rewmi

ENDAPATAN b e e oo
PENDAPATARN THARSFER o 0.00
Pendapetan Transfer Pemerintah Pusat 550,853 484,530.00 565,553 484 530.00 0.00
DPans Parimbangan 562,729,369,530.00  562,729,969,530.00 |  0.00
Dnos Teansfer Umum-Dpon Bagl Husil {DEM) 11,350.416,000.00 11,350,416,000.00 0.00
DEBH Fajak RBumi dan Banguiin B3 258 QU I b3, #3480 .00
NRH FPh Fasal 25 dan Prsal 79, W PORDN 7,877 718 O 6927 73800000 | 000
Eﬁﬁfgu’“{;’?’ Daya Alam [BDA] Penguaahaan 132 489,000, 00 133,629,000, 00 .00
gftﬁhsg‘;:fxﬁ;‘:;‘tm“m '-SD"'.” Mineral dan ﬁﬁs.a?:e.,g_nq.m_ | B2E,ATH 000 0.00
DBH Sumber Daya Alam [3124) Kehutaneo-furan 44347 D000 49,347, 000,00 o0

[zirt DlzoJue Pemaindasitan Huran {IILEFH)

RPBEH Sumber Dayn Alam [3DA] Kebhuianan Dona

S 1,873 405 GO0, 00 1,873,493 o0 K .M
| MebowawiiO®) . . T T
DRH Sumber Daya Alsm [SDA) Perlanan 107381 1,000.00 1,073 811,000,053 .00
Dans Traosfer Umom-Deos Alokes! Umom (DAL A%1,726,253,000.00 | 451,726,253, 000,00 .00
AL 451,726,253 GOU.DU 451,726,253, 000,00 (3.0
Danw Transfer Khusns-Dang Algkssi Khusns
(DIAK) Fisik 33,259,715.530.00 33.259‘:11_5.1._5.30.00 . Dﬂﬂ_
NAK Fimk-Bidang Pendichban- Reguler-PALT) 1, 74H, P8 T3 1,748, 189,000,040 [WR[H]
DAK Fiwik-Bidang Pendidihan-Repuler-50 4,033,323, 00010 4,053,323, 000,10 Ly, Ch
DAK Fimk-Bidang Pendidikan-Reguler-5SMP 3, 103,959, GO a0 4, 103,939, 000 0 0,00
| E.ﬁ.h FisJk-B_i.dung Pendidikan-Reguler-SKE _ B34 70 R 00 HS4 TO, 00000 000
DAK Fisak-Bidang Kesehawan dan KB-Penugasan- -
Peogualan lntetvensi Sluntin H9.950.000.00 99,950, 300, K} 0,00
DAk Fisik-Bidung, Keschutan dun KB-Reguler- 4241961333000 22.419,613,530.00 (.00
Pepguatan Sistemn Keachaan
Danm Trangier Khpsus-Dung Alokay! Khuyus
WA Moe Flsik | 5039398500000 66,333.785.000.00 | 900
DAK Nan Fisik-BOE Reguler 21,54 7 AED. GO0 00 21 54 SR, (G0 (K} [V RALA]
DAK MNan Fisik- TPG PRS0 20 TR 3354 oD g 29, THY,334, (K0 (K} (W
DAK Non Fisik-Tamsi] Guru PNSD 413 525 (k00 413,523, 000.00 0.00
DAK Non Fisik BOP PALD 2.287,500,00000 | 228750000000 |  0.00 |
DAK Non Fiaik-Dona BOSP-BOP PAUT Kinetju Eay, ORI, (R0 0 GO, TR Q00 O 0.0
E:E}:\u]i:l;:n Fisik-Duana BOSP-BOP Kepriaraan S B DO D0 SHK, B3, DGO K] (00
Eﬁf;“" Fisik-Dana BOSP-BOP Resetarnan 90.000.000.00 0,000, 00U.0U 0.00
|.:|."I.H Non F"i:s-i_lvi Dund BOK BOK Dinas BOK 2E28 O 00,06 2 H2E 034, D00 A0 L TR
habupatenfKolw T L -
DAK Mon Fisik-Cana BOK-POK Puas-HOR .
Prungawassn Obar dan Makanan 427 330, 000 427,331 03000 C [0
Iy K Non Fraik-BUP Mouseam dan Taman Budaya- 1.4 040,000, 00,00 1,400,000, 000,00 0,00
e lm
I'_P.ﬂl.}\ Non Fisik-BORKB-Buntuan Operwsivoal 400472 100 U0 400472100000 oo
Krachatan
DAK MNan Fisik-Fasilitasi Penanaman Modat 404,245 000 00 401,245 D00 X} (h.(H0
| DAK Non Fisik BOKB-KB lasaIFioooon | 184827 L0000 | U0g ]
DaX MonFieik- Dana Pelavanan Perlindungan 40, OU0 00,00 406, 000, 000 00 (1110
Prrempuan don Anok S o]
Dans Insencil Dacrah (DID) / [neencif Flskal T 154,215,000 00 T 158,115 000,00 o.DO
Dans Dean o 0.00
Danas Otoncati Khusus dan Dana Tactbahenn . o.00

Infrastroktar
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Pemerintah Kota Bukittinggi dalam agar menyesuaikan Pendapatan
Transfer Pemenntah Pusat dengan mempedomani alokasi Transfer
ke Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
schagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan
vang bersumber dan DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis
dari kementerian terkait.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan azlokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anpgaran 2024 sebesar Rp806.734.447 .755.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dart RKUD yang tidak perlu diterima kembali clch Pemerintah Dacrah Kota
Bukittingg: dan pengeluaran lainnya scsual dengan peraturan perundang-
undangan diakwi sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemenntah pusat yang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomeor 23 tahun 2014,

Belanja dacrah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahian waiib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan  pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajidb yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapailan sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir 2.1, Lampiran Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yvang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp631.426.957 000 dirinei scbagaimana Tabel 4 sebagai benkut:

Tabel 4
Belanja Daerah _
URAIAN JUMLAN (%p}
BELANJA DAERAH '
BELANJA OPERASI | 724,724.754.940
' Belanja Pegawai 345.006.638.314
Belanja Barang dan Jasa _ 315.348.047.150 _
Belanja Submud; 2.500.000.000
Belanja Hibah I 58.505.069.376
Belunja Bantuan Sosial I 3.365.000.000
BELANJA MODAL 71.409.072.915 _
Belanja Medal Peralatan dan Mesin ) 16.609.009 363 _

Belanja Modal Gedung dan Bangunan _ 40.152.035.600
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URAIAN JUMLAH {Rp)
. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi I 10.060.413.952
" Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ' 4.587.614 000
' BELARJA TIDAK TERDUGA ' 1.000.000.000
. Belanja Tidak Terduga . 1.000 GO0 Q00
Jumilzh Belanja ' R06.734.447.755

l. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Slandar Pelayanan Minimal (SPM),
sebagaimana diamanatkan datam Pasal 49 ayat (5 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. %PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Rp29.065.989.200 atau 16% dari total belanja Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan sebesar Rpl79.568.375.457. Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rpl12.644.610.400, agar ditingkatkan aickasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapalan -

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. dan
standar penilaiar.

b| Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Dasar.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d) Pernenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

{) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

2] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi scbesar Rp9.682.000.800 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) slandar saiuan Pendidikan, meliputi standar keompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Menengah Pertama.
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¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

e] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

{) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Mcnengah Pertama.

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD] menyadi
sebesar  Rp6.739.378.000, agar  ditingkatkan  alokasi
anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk
menjarmin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelclaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PALUL.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d) Pemenuban jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
e] Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan belum
dianggarkan, agar dianggarkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar sztuan Pendidikan, melipuli standar kompetensi
lulusan, standar isi, slandar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket C).

¢} Pernenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Pakel A, Paket B, dan Paket C).

dj Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan [Paket A, Pakel B,
dan Paket C|.

€} Pemenuhan jumiah pendidik dan tenaga kependidikan {Paket A,
Paket B, dan Paket CJ.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan {Paket
A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenags kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
{PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
sebagal bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan vang wajib disediakan oleh pemerintah daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentenn Pendidikan Dan
Kebudayaan Recpublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:
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Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekelah Drasar sebesar
Rp7.920.460.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
vakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
vakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp105.006.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
rmencukup untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki {jazah Diploma empat (MV)] atau Sarjana {51); dan
mernilika sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat {D-IV} atau Sarjana (S1}, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 {dua} tahun, dan memiliki surat
tanda lamal pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertifikat pguru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat {D-1V} atau Sarjana (Sl],
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
gsurat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rp3.299.338.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
yakmi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yakni kepala sckolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana dialur dengan kelenluan
peraturan perundang-undangarn,

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama sebesar Rpl03.885.000, agar ditingkatkan alokasi

anggarannya yang mencukupi untuk menjarmin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki jjazah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (51) serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-1V] atau Sarjana (51), berasal dari
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guru, memiliki sertifikat pendidik, memilild pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertifikat guru  penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan,

c] Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diplema empat [D-IV}] atau Sanana ($1),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sckolah atau secrtiftkat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d} Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kepgiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.146.358.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupl untuk menjamin
tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia
dint atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Rp0O atau bhelum
dianggarkan, harus disediakan alokasi anggarannya mencukupi
uniuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat {DIV) atau Sarjana
(31) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi  gura
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi herasal dar guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua)] tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah alau sertilikal guru penggerak, pada
sctiap Satuan Pendidikan.

¢) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Barjana [S-1})
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasat dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calen kepala sekeolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d} Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diplema Empat (D-IV} atau Sarjana {S-1].

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan scbesar RpO
atag belum dianggarkan, harus disedinkan alckasi
anggarannya yang mencukupi serta dipnoritaskan alokasi
anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin
tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan
tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan,
penilik, serta tenaga pcnunjang lainnya, pada setiap Satuan
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Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
sebesar RpO atau belum dianggarkan, harus disediakan
alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualtas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat {D-IV] atau Sarjana
{51} sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV)
atau Sarjana [51), pada setiap 3atuan Pendidikan.

¢ Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat [D-IV) atau Sarjana [S1) pada setiap satuan
pendidikan.

d) Tenaga penurjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA /sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1] 100% warga nepara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun vang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dassar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan Kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Neomer 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nemer 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehatan secbesar
Rp592.790.700 atau 06% dari total belznja Dinas Kesehatan
sebesar Rp93.715.771.795 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan /promaotif
dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
Jjenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Neomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatlan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Harnil
scbesar Rp28.908 400 harus ditingkatkan alokasi anpggarannya
serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :
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a] Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri {Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b) Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter/
deokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

(1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan (K4).

(2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesual dengan status
imunisasi, permnberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboralorium, tatalaksana/penanganan kasus,
temu wicara (konseling).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
scbesar Kp54.594.300, harus ditingkatkan anggarannya dan
diprioritaskan angegaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan buku KlA.

b} Menjamin ketersediaan lenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawnat.

c¢] Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai
standar meliputi persalinan normal dan persalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Bayi Baru Lahir
sebesar Rp30.000.000 harus ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis BO, vitamin K1
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayir baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesializ anak atau bidan atau perawat.

¢) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar meliputi :

(1) Standar kuantitas yakm kunjungan minimal 3 kali
selama periode neonatal

{2} Standar kualitas yakn pelayanan neonatal esensial saal
lahir (0-6& jarn), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir (6 jam — 28 hari).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
sebesar RpR0.000.000, harme ditinglkatlan slokasi anggarannya
serta dipriontaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan terscbut
untuk :

al Menjamin leterscdiaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP] atau instrumen standar lain yang
berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A
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merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jaram suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan
Lerlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru
paud dan kader kesehatan.

Menjamin lerlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
0-59 bulan sesuai standar meliputi :

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan
keschatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan keschatan
balita usia 12-23 bulan, pelayvanan kesehatan balita usia
24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita,
pembernian kapsul vilamin a, pernberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

(2] Pelayanan kesehatan balila sakil yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rpl4.647.000 harus ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

al

b}

Memjamin  ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantanan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, [ormulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin ketersediaan tenaga keschatan yakni dokter/
dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
keschatan/ dokter kecil/ peer consealor.

Menjarmin terlaksananya  pelayanan  kesehatan usia
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekolzh minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :

(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian
tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

{2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
urmnpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
ryjukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
keseshatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktilf sebesar Rp20.000.00C harus ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a

Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
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alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular [SI PTM).

Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakm Dokter, atay
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat,
serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif
sesudi standar meliputi :

{1} Edukasi kesehatan lermasuk keluarga berencana.

{2) Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku bensika.

{3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut scbesar Rp30.000.000 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

bl

d)

Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sislem [nformasi Penyakit Tidak Menular {(SI PTM).

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yalmi deolkter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pclayanan keschatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

{1} Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

{¢) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

Tindaklanjut hasil skrining keschatan yakni melakukan
ryukan jika diperlukan, dan memberikan  penyuluhan
kesehatar.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Rp28.993.000, harus ditingkatkan anggaran yang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

al

b}

Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistemn informasi PTM.

Menjamin ketersediaan tenapa keschatan yakni dokter, atau
bidarn, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

Menjamin terlaksananya Peclayanan keschatan penderita
hiperiensi sesuai standar meliputi:



9

-25.

{1} Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

{2) Edukasi perubahan gaya hidup danjfatau kepatuhan
minum obat

{3} Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rp28.765.000, harus ditingkatkan
anggaran vang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Mcnjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darzah,
kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikas1 SI PTM dan pedoman dan media KIE.

h) Menjamin kelersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga keschatan masyarakat.

¢) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatlan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang
meliputi -

(1} Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di {asilitas pelayanan kesehatan

2] Edukasi perubahan gayva hidup dan/atau Nutrisi
{3} Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kcgiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan  Jiwa Berat  sebesar Rpl9.344.500, harus
ditingkatkan anggaran yang mencukupi dan dipricritaskan
alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan  Buku  Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa [(PPDGJ [} atau buku
pedoman diagnosis penggelongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

b} Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

¢ Memjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
mekliputi:
1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yalkmi pemeriksaan status
mental dan wawancara.
(2) Edukasi.

i3] Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kah
sebulan di fasilitas pclayanan kesehatan.

4l Edukasi kepatuhan minum obat.
(5] Mclakukan rujukan jika diperlukan.

11} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis sebesar Rp19.999.900 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serla diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a} Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik,
poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai
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A} 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
kesebhatan.

7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
keschatan.

8) 100% warga negara penderita hipertensi vang mendapatkan
layanan kesehatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya  tahan  tubuh  manusia  (Human
Immunedeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 5% Tahun 2021, dan
Peraturan Menten Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 3tandar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokasi anggaran unftuk SPM Bidang Kesehatan belum
tersedia secara memadal dengan nilad yang masih mdrm untuk
pemenuhan target layanan bagi masing-masing target 100% SPM
Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemenntah Kota Bukittinggi
harus memprionitaskan terlebih dahulu  alokast anggaran uniuk
pendanaan  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Wapb  terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM} Bidang Kesehatan sebagaimana diteguskan dalam
pasal 49 ayat (5] Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perfalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggt tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tcrsebut.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Ep319.878.500 atau 1,3% dari total belanja urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.232.352.243. Alckasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan
ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya
harus sesual dengan sasaran penerima 5PM sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralcyat
Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Ralyat, yang divraikan dalam kegiatan scbagai berikut :

1] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum {SPAM} di Daerah Kabupaten/Koeta sebesar Rp32.573.900
agar ditingkatkan aiokasi anggaran yang mencukupi dan
diprioritaskan sasaran pecncerima yakni Rumah Tangga terutama
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada
daerah rawan air dan akan dilayam melalui sistemn penyediaan
air minum.
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2} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Dacrah Kabupaten /Kota sebesar
Rp287.304.600 agar ditingkatkan alckasi anggarannya dan
diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisilko Pencernaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 5PM

Pekeriazn Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang

terdin dari :

1) 100% warga ncgara yang memperoleh kebutuhan pokok air
minurmn sehari-hati.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengelahan air
limbah domestik.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp287.048.800 atau 0,6% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan  Permukiman  sebesar
Rp12.334.794.782 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, agar ditingkatkan alokasi angpgaran yang mencukupi
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menten
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1} Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota scbesar
Rpl146.556.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi  untuk menjamin  terlaksananya  Identifikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, !dentifikasi lahan-lahan
potensial sebagal lokasi relokasi perumahan, Dala rumah korban
bencana kejadian sebelumnya vang belum tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumal, Pendataan rumah sewa, Verifikasi
penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana
Alamm atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kepiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota
sebesar RpO belum dianggarkan, agar disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupl untuk menjamin lerlaksananya
sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah
kepada masyarakat/ sukarelawan tangpgap bencana, Rembug
Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM
vakni Rumab tangga Korban Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat
koordinasi untuk menyepakati Penterima dan jenis pelayanan.

3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rpd
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belum dianggarkan, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yvang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a] Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

bj Pembangunan kembali melalui tahapan pernbentukan tim
pendamping/ [asilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

¢} Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4} Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar RpO
atau belumn dianggarkan, agar disediakan alokasi anggaran
yvang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kcta dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten /kota vang terdin dari :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 Tahun 2018,

SPM Trantibumlinmas

1) Alckasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rp817.790.800 atau 16,7% dari total
belanja SKPD Badan Prnanggulangan Bencana Daerah sebesar
Rp4.884.659.876. Alokasi anggaran unluk belanja SPM lersebut
uniuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan
penganggaran dan alckasi anggaran tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berilkut yang peruntukkannya harus sesuai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negen
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakmii :

a} Kepgiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau belum dianggarkan, agar
ditingkatkan alckasi anggaran yang memadai dan
mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan
penyusunan kajian risike bencana dan melakukan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KTE)] Rawan
Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana).
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b} Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rp817.750.800, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana,
pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan
perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar RpO atau belum disnggarkan, agar
ditingkatkan alokasi anggarannya serta dipricritaskan
untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa
penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat
bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat
bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rpl.541.548.030 atau 19%
dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rp7.957.951.800. Alckasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta agar
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunarl perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesual scbagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 114
Tahun 2018 Teniang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota, vakni :

a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Dacrah Kabupaten/Kota sebesar
Rp1.484.164.330, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan diprieritaskan untuk layanan respon cepat
[Response Time) penanggulangan kejadian  kebakaran,
layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian
kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

b} Kegialan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp57.383.700, agar disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

c¢) Kegiatan Penyelenggaraan  Operasi  Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
sebesar Rp( belum dianggarkan, agar ditingkatkan alokasi
anpgarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan Ketentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rp287.948 800 atau 1,4% dari total belanja Satuan Palisi
Pamong Praja damn Pemadam Kebakaran scbesar
Rp20.276.001.601. Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan pETENCanaan dan penganggararn, dan
peruntukkannya harus sesual sebagaimana diatur dalam
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan
Kabupaten fKota, yakni :

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 [satu) Daerah Kabupaten/Keta
sebesar sebesar Rp287.948.800, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta peiayanan
yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 5Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota sebesar Rp0 belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadat dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Peolisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termmasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk  memenuhi indikator S5PM
Trantibumiinmas untukkabupsten /kota yaitu:

1] 100% warga negara vang memperoleh layvanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3] 100%warga negara yang memperolch layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang mempereleh layanan penyelamatan dan
evaltuast korban bencana.

5) 100%warga negara yvang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum &1 Provinsi/Kabupaten/kota  dan
Kabupaten /Kota.
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SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp839.762.900
atau 8% dari totat belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan
urusan Sosial sebesar Rp.11.183.381.847 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM terscbut diuraikan dalam kegiatan scbagai benkut,
serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan
menjadi  prioritas  dalam  penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran, dan peruntukkannya harus sesual sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Scsial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimatl Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah
Kabupaten /Keta, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di  Luar Panti  Sosial  sebesar
Rp633.065.800, agar ditingkatkan alckasi anggarannya secara
signifikan serta untuk menjamin lerlaksananya seluruh layanan
dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjul Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :

al Layanan datz yakni layanan wyang diberikan kepada
penyandang disahbilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,
danjatau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial dacrah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢] Layanan kedaruratan yakni tindakan petlanganan segera
yang dilakukan oleh dinas sosial dacrah kabupaten/kota
danjfataun pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
pelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kKebutuhar dasarnya

d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
ideninas Analk, akses ke layanan pendidikan dan kesehalan
dasar, penelusuran keluatrga, reunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2] Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar RpB36.762.900, agar ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
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layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b} Tersedianyva barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhli indikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2] 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitas: sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3] 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4] 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5] 100% warga mnegara korban bencana yang rmemperoleh
perlindungan dan jaminan sosial.

SBesuar maksud Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraluran Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minima! Bidang
Sosial di Daerah ProvinsifKabupaten/kota dan di Daerah
Kabupaten /Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Keota
Bukittinggl tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota
Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :
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Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota
Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

' Rasio
Terhadup
APBD 2024
Ho Prioritas Nasional Belanja
Daerah
(Ret {%a)

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk !
Pertumhuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 4531760068 |  5.62%
(PN1} |

2. | Mengembangkan  Wilayah  untuk Mengurang 0 | 0 0%
Keaenjangan dan Menjamin Pemerataan [PN2] '

3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas a
dan Berdaya Saing (PN3) 164, 464,214,093 20.39%

& Revolusi Mental dant Pembangunan  Kebudayaan ! 54 7734 262 598 6. 745,
{PHgy o ’ ' ' U

5. | Memperkuat Infrastrukiur  untuk  Mendukung \ \ .

N Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar [PNS) - 43,816.841,438 4.94%

6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

E 4 = : o,
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) 24,845,256.980 | 3.08%

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan - _
dan Keamanan {an Translormasi Pelavanan Publik | 481,956,127 1,965 39,7 4%
[PN7) .

Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD 806,734,447,755 100.00%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
2029 sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan kebijakan
pemerintah pusat sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan AFPBD
Tahun Anggaran 2024, sehingga sudzh terlihat pemetaan yang jelas dart
kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan [ndikator Kegiatan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN] Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemenintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan secara terus
menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkKromisasi
prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mensinkronisasikan
sasaran dan targel penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
melalui 5 (lima} arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembanpgunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekeria keras vang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industrn
dan talenta global.

. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastrukivr untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan keria baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi

dengan pendekatan Ommbus Law, terutama menerbitkan 2 {dua)
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Undang-Undang vaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penycderhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyal nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa derni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerninlah Kota
Bukittinggi Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat
Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh)
prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai
berikut :

Tabel b
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bukittinggt dengan Prioritas Pembangunan
L Provins: Sumatera Barat _
F FB 024 Rasio Terhadap
No Prioritas Provinsi o2 Belanja Dacrah
(Rp) i %)
Meningkatkan  kualilas  Sumber  Daya |
1. Manusia vang sehat, berpengetahuan. 142794 672.540 17, 70%
terampil dan berdaya saing |
Meningkatkan  tata  kehidupan  sosial |
2. kemasyarakatan herdasarkan falsafah Adak 9.46%
i Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah T6,330,057,736
Meninghkatkan nilal tambah dan produlktifitas |
3 pertanian. perkebunan, petermakan  dan 3 8B5, 640, 843 0.48%
perikanan ;
Meningkatkan usaha Perdagangan dan |
4. lindustri kecil/menengah serta ckonomi 24,555,672.170 3.04%,
herbasia digital
5 Meningkatkan ekonomi kreatil dan berdaya 5 20 |
' Saing kepanwisataan 17,737,144 617 e ‘
Meningkatkan Pembangunan [nfrastrukiur ' . '
6. | yams bericeadilan dan berkelanjutan 51.160.452.038 _ f,344% |
Meninghkatkan kualitas tata kelola
7. | penyelenggaraan pcmerintahan dasrah vang 490.270.80% 810 60,77
bersih, ukuniabel serta berkualitas
Total Belanja Dacrah i BO6.734.447.765 10 ‘

Rancangan Peraturan Dacrah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
sehingga sudah terlihat pemetaan vyang jelas dari program pada
rancangan APBD Tahun 2024 dengan Pricritas Pembangunan Provinsi
sesual dengan Peraturan Gubcernur Sumatera Barar Nomor 18 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024,
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{0l emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi},
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dekter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Labeoratoriumm Medik {ATLM]), penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarskat serta tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
antara lain kader kesehatan.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
scsuai standar bagi orang terduga TBC meceliputi :

{1} Pemneriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

{2) Pemeriksaan penunjang vakni pemeriksaan dahak
dan fatau bakteriologis danfatau radiologis.

{3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

(4] Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengeloiaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp287.536.900, agar ditingkatkan
alokasi angpgarannya dan diprioritaskan alokasi angperan pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a} Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banncr, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nornor KTP/NIK.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakmi dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulil dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauar.

¢} Menjamin  terlaksananya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

{1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

{2} Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

{3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikater pencapaian SPM
Kesehatan untuk kabupaten fkota yang terdirt dari:

1] 100% ibu hamil yang mendapatkan layvanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan keschatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.



Tabel &

Alokasi Fungsi Pendidikan

Jumiah
Kompanen Perhitungen APBOZ2023  APBDZ024  Seish
& Urusan Bidang Pendidikan: 178450554852 179568375457 1.077.B20.5%5
1) Belanja Operasi | 154314582562 ISEBIGSAA257  (7.489.013.305)
3. belanja pegawai. 14114301146 VIGHMIBE05T (470106 089
b. belanja barang dan jasa; 36 802 981 416 WEI0 TR0 (6192202 ME)
C. belana hibah; 13.357.300.000 12105640000 (1.291.660.000)
_ d. belanga bantuan sosial, L 465000000 465,000,000
2 Betanja Modal, 14175872300 X TA2811.200 §.566.830.500
_ b. Urusan Bldang Kebudayaan: 273915008  3.153.900.030 §14.7T11.022
1) Beaanja Operas:. 2739189004 3.090.574.100 351.185.092
& belanya pegawai: 0 0 _ o
b. belanja barang dan jasa; 1.815.314.008 2300374100 685060092
. belanja hibah, 9273 875000 5910 000,000 (333,875 000}
_ d. belanjz bantuan sazal o 0 0
2] Belanja Modal; & ) 63325830 _ 63,525,950 ]
" ¢. Urugan Bidany Perpustakaan: 1.267.768.540 1.164.920.704 (122.847.838)
1] Balanja Operasi' 1222990010 1138.757.654 {36.152.156)
a. belanja pegawa; 0 0 o
b. belanja barang dan jasa; 1.222 990.0H0 1.136.797.854 (86.182.156)
¢. belanja hiba: 0 0 0
_ d. belanja bantuan sosial. b 0 o
~ 2} Balanga Modal; &4 778 530 28 122 850 -5 655 680
_d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Clahraga: 11.548.333.404 TADOSTA G40 (4058358 76d)
1) Belanja Operasi: 11.308 312 604 F.185.210.580 3123102014
a. belanja pegawai; 0 o 0
b. bedanja barang dan jasa; 8 305 312 504 4 119 850,590 _ [3.985.4821014)
¢. bedanja hiba; 3.003 000.000 2,865 360.000 £137.640.000)
_ d. betanja bantuan sosial 0 0 0
 2) Belanja Modal; 241020 80 305 764 050 £4.743 250
# Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan
Kebudayasn, Urusan Perpustakaan dan Urusan
Kapamudaan dan Clahraga yang menunjang 13.505.220.000 13.547.720.000 342.500.000
kebuluhan masyarakat di bidang Pandidikan,
~ anftars (ain:
1)  Belanja Transter 9450 521 00 9 50.520.000 150000000
Balanja banbuan kauargan pad: Badan
Keuangan 9450 520 000 O BN 520000 1540000 00
Sub Megiatan Pelaksanaan Kebijakan,
Evalussi, dan Capaian Kinerja Terkait
2 eseialleraan Masyarakat pada Sekretanat 4,054.500.000 4,247 100000 192.500.000
Daerah _ _
Anggarsn Fungsi Pendidikan [a+brerd+e) 203517485814 200.978.790.81 12.538.674.993}
Total Belanja Dawrah 833 948.428. 755 S06. T 14447 755 (27.213.981.000}
Rasio znggaran pentlidikan [2:3) x 100% 24 40% 24.91% 0,51%

Sudah memenuhi zlokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% ({dua puluh persen| dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikarmn,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling scdikit 20% {dua
puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan yang lercanium dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2043,
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Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Rancangan Perda
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta kecdepannya secara
konsisten dan berkesinambungan mengalokasi anggaran fungsi
pendidikan sekurang-kurangnya 20% {dua puluh persen) dari total
Belanja Daerah sesuai amanal dalam Pasal 49 ayat (1} Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1§ Peraturan
Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya
untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittingg.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali
Kota Bukittinggi sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
sclain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebapaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.

2) standar proses.

3) standar kompetensi lulusan.

4] standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3] standar sarana dan prasarana.

6| standar pengelclaan.

7] standar pembiayaan.

8] standar penilaian pendidikan

Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan
sebesar Rpl34.396.539.04 1 atau 22,24% dari total belanja daerah di
luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpo604.226.156.212,

Dalam rangka peningkatan pelayanan di  bidang keschatan,
Pemerintah Kota Bukittinggt SCCATE konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokasi anggaran keschatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transiormasi kesehatan dan pencapaian indikator 5PM
bidang kesehatan. Prioritas bidang keschatan diarahkan untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
antara lain:

1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintalh Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran HKesehatan secara memadai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
SPM bidang kesehatan.

3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yvang setinggi-tingginya anlara lain:
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a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyalkit;
b] peningkatan kesehatun ibu, anak dan penurunan stunting,
¢j pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

d} pencegahan dan pengendalian penyakii lidak menular;

g} pernguatan jejaring layanan primer; dan

fi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kcsehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bulkittinggi agar konsisten
meningkatkan fumiah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan
sebagaiman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran uniuk penurunan prevalensi stunting
[pendek dan sangat pendek] pada anak badula, penurunan
prevalensi  kekurangan {under weightl pada anak balita dan
menurunnya prevalensi wasting (kurus} anak balita sebesar
Rp2.856.394.000 atau 2,13% dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp134.396.539.041.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggl tentang APBD Tahun
2024 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai
dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup
Perangkat Daerah pengampu urusan Kkesehatan dan urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum
terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang
terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
sosial, wurusan kependudukan dan catatan  sipil, urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendahan penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaarn.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar
Rp2.856.394.000 atau selatar 0,34% dar total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024, Untuk itu, Kota Bulittinggi agar
melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan
pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada keiompok
sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia
dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak
dibawan 5 tabun (balta), Wanita Usia Subur (WUS) dan rcmaja
puiri.

Belanja dacrah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegatan antara lain:

{1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
kayi dan balita.

(2}). kepiatan wvang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
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layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan mempricritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tamnbahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
sertez melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan peketjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengalokasikan  belanja
infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen)
dari total belanja APBD diluar belanja bagl hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/alan transfer kepada
daerah/dcsa vang terdiri dari DBH Culkai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Dava Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Mcenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpl73.595.545.555 atau 21,78% dari total belanja
APBD diluar bclanja bagi hasil dan/fatau transfer kepada daerah
dan/atau desa sebesar Rp797.133.827.755 denpan rincian pada
Tabel 9 dan 10 sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
KCMPOMEN PERHITUNGAN JUMLAH(Rp)
APRD 2023 AFED 2024 SELISIH
. ToAal Belznja Daarah I 833.548.420.T55 S06.7MA4T 755 127.213.931.000)
. Belanja Bagi Hasil danvalau Transfer &
Daer A ;':ngmm e kepad 9450620000 9.500.620.000 150,000,000
3. belsnja bagi hasi ; _ .
b betanjs benluan keuangan B 450 G20.000 QEOENDH  150.000.000 _
" Belisth (1 - 2) BMAQTH0RTIS  TOTANRZIIES  (27.363.991.000)

Minimal Beiwr|a Infrastruktur Pelayanan

Publlk {40% x Selisih) 3B T79e.122.508 | FOBELEMA0T  (10.945.552 400}

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan [Daerah Pemerintah Kota Bukittinggl tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp173.595.545.555 dengan rincian pada Tabc]
10 sebagai berikut -
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Tabel 10

Format Perhitungan Belanja Infrasttuktur Daerah

139.510.440.112

173.555.545.555

JUMLAH
- KOMPOKEN PERHITUNGAN APEO2021  APBD nd _ SELISH .
~a) Belanja Modal 79811700656 99186334535 193746334
1] Tanah 202800004 - {2052 0.0}
7} Peralatan Dan Mesin 10.378 812823 23.808.714 963 11,429,902 140
3} Bangunandangedung WEMTIEER 40.152.035 804 4517 254,757
4 Jadan, irigasi dan Janngan 191820 590 004 10,060,413 552 (9.760 476.048)
5 Aset Totap Lairnya ' 13574 421 000 4 587 514 000 {6 986 807.000)
_ Bl Asellainnya - . .
k) Belanja Pemeliharaan 23.56.966.002 20.577.556.020 (2.989.431.982)
: Jumilah 1= {a+ b} 103.376.69B.658 119.763.890.555 16.385.201.897
~2)  Belanja Hibah 23013531 454 43.766.035.000 ) 752 403 546
b} Belanja bantuan Sosial 3667 500 000 46500 000 (3,202 500.000)
¢} Belanja bantuan Keuangan 9 450 620,040 . 9500620000 150,004,004
Jumlah 2= [@a+ 9 +¢ 36.131.751.454 53.831.655.000
" jumiah Selanja Infrasiruktur Daerah ' ) 24,085 105.443

Pemerintah Kota Bukittinggl belum mermenuhi Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.l.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja
infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pclayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,
mengurangi keimiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar
daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten dan
mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% {ermpat
puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen)
Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan pubiik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja
infrastrukfur sekurang kurangnya <0% sampat dengan Tahun
Anggaran 2027 secbagaimana dilegaskan pada butir E.l.c.l)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 15 Tahun 2023,

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kota Bukittinggi (di luar gaji dan
tunjangan) sebesar Rpl.881.330.900 atau 0,23% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan
pembinaan dan pengawasan pada I[nspektorat Kota Bukittinggi
antara lain tercantum pada :

1Y Kegiatan Penyelenggarasn Pengawasan Internal sebesar

Rpadh. 198.000;
1 Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp.84.202.700
3) Kegiatan Pendampingan dan Asistenst sebesar Rp262.223.200;
Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada [nspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi yailu
sekurang-kurangnya 1% (salu persen) dari total belanja daerah,
sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2}a) Lampiran Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran
pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan lunjangan
pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1 /8737 /5J tanggal 9
Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Unfuk ilu, Pemenntah Kola Bukiltinggi harus mengupagyakan dalam
mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Mmspektorat Pemenntah Daerah Kota Bukitiingg,
sekurang-kurangnya 1% {satu persenj dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Doerah Kota Bukittingg! tentang APBD Tahun
Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggl mengalokasikan anggaran
pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan
Perzturan Daerah Kotla Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2024, untuk mendanai program dan kcgiatan pembinaan dan
pengawasan, meliputi ;

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

a) Pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
pcraturan perundang-undangan termasuk  ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinenja;

b} Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
kecuangan daesrah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Dacrah, Rancangan akhir rencana kena
perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

c¢) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d) Reviu Laporan Keuangan;

e] Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPLD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan peNganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta wall kota dan wakil wali kota serentak Tahun
2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan
atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan
pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan
keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat
sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai
Politik.

gl Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Pcnilaian mandin pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pcmbangunan reformas:
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birokrasi, Capalan aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan ocleh sirategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aks1 koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungulan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP.

2] Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP leve] 3,
Maturitas sistem pengendalian inlernal perneriniah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP,

3] Sarana dan prasarana pengawasan, scpertl: laptep, alat
pengulour beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalamn rangka pengembangan kompetensi Pemeriniah Daecrah Kota
Bukittinggi menjadi sebesar Rpl1.451.386.400 atau 0,18% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Keta Bukittinggi
Lentang APBD Tahun Angparan 2024, yang dialokasikan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuia pada
kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.

Pemerintah Kota Bukitlinggi sudah memenuht alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan bapgi ASN dalam rangka
pengembangan  kompetensi  penyelenggara  Pemerintah  Daerah,
paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan
dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemnerintah Daerah dalam APBD TA 2024 dan dialokasikan untuk :

1] Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/fatau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2} Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimans diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomeor 108 Tahun
2017 lentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Bukittinggi dalam
APBD tahun anggaran scbelumnya telah melebihi perhitungan
tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentasc alokasi anggaran
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dimaksud pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan
pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anpgaran 2024 yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, scbagai berikut :

a. Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran dalam
rangka dultungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK] Kota
Bukittingg sebesar Rp2.504.061.150 atau 0,3% dari Total Belanja
Daerah dalam Rancanpgan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mevujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Peremmpuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Bukittinggl agar mengalokasikan anggasran dalam
rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK] Kota
Bukittinggi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD
Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemnerintzh Kota Bukittinggl harus konsgigten untuk menyediakan
alokasi anggaran yang memadal terhadap dukungan
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan
pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
15 Tahun 2023,

b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan cfektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah {FORKOPIMDA) Kota
Bukittinggi scbagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang
menjadi kewenangan Gubernur sebagal kepala pemerintahan dan
dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-
masing sebesar Rpl.300.104.100 atau 0,2% dari total Belanja
Daecrah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebiyakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksznaan Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budava di Badan Kesatuan Bangsa, Polittk dan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Hota Bukittinggi harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadal
sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

c¢. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB} dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggl
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp419.835.600 atau 0,1% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemaniapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budava di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menternn Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Dacrah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten
untuk menyediaican alokasi anggaran yang memadai puna
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mendukung Pelaksanaan Tugas Kkepala Daerah/Wakil Kepala
Dacrah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah vang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melajui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menten
Dalam Negeri Nomor S03/6397/5J tanggal 23 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan
juga pada butir E.3.2i.3)d) Lampiran Peraturan Mcenteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri [(P3DN} dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2024 schesar Rp743.288.148.244  atau 93,66% dari total Bcelanja
Barang dan .Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rp793.578.827.755 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan,
mengalokasikan, dan mercalisasikan paling sedikit 40% {empat
puluh persen}) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Untuk itue, Pemenintah Kota Bukittinggl Aarus terus berkomitrnen untuk
mendukung dan menylkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indoncsia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027 /1022/8.4
dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indenesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Daerah. Untuk itu agar Wali Kota Bulattinggi:

{a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai  dengan
ketentuan Pasal &5, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

(1} Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil preduksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
vang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja maodal tanah;

[2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri [TKDN] ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
{(BMP) paling renndah 40% (empat puluh persen}; dan

(3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(b} meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK} lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
[PPMSE}/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh
LKPP.
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jc)] meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah apgar lebih efektif dan efisien
dengan:

(1) membenluk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elekironik lokal:

i2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

i3) melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4] melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp724.724.754 840 atau
90% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
RpRO6.734.447.755, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
schari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

Jumiah alokasi Belanja Pegawal sebesar Rp345.006.638.314 ailau
43% dari total belanja daerah dalam Eancangan Peraturan Daerah
tentang APBL Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guri, tunjangan profest guru dan
tunjangan sefenis luinnya yanyg bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunoannya sebesar Rp314.823.779.314 atau 39.02%
dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhl ketentuan alokasi belanja pegowai di luar
tunjarnigan guru yang diclokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% ftiga puluh persen) dari tolal belanja APBD.
Dalam ha!l persentase Belanja Pegawai Daerah telah metebihi 30%
ftiga puluh persen), Pemenntah Doerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Daerah secara bertahap dalom waktu 5 flima) tahun,
sebagaimana difeqaskan poda butir C.3.a. 1)) Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada :

1} Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara {ASN)

Penyediaan anggaran Belamja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp202.508.291.543 atau 25% dari total Belanja Daerah, dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anpggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan har raya, kebutuhan
penpgangkatan Calon ASN scsuai formasi pegawai Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan paji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress
vang besarnya makstimum 2,0% {dua koma lima persen| dari
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jurnlah belanja pegawai untuk gaj pokok dan tunjangan sesual
maksud butir C.3.a.1)h} Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kenja, den Jaminan Kematian yvang antara lain tercantum pada :

a) Belanja luran  Jaminan  Kesehatan  ASN  sebesar
Ep10.920.508.036.

b} Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
sebesar Rp.360.885.173.

¢} Bcelanja Turan  Jaminan  Kematian  ASN  sebesar
Rpl.089.591.837.

d) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Rp6.992.832.

¢] Belanja Iuran Jaminan Kececlakaan Kerja KDH/WEKDH
sebesar Rpl33.661.

fi Belanja Turan Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar
Rp400.982.

g] Belanja Turan Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Hp.57.000.000,

h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar
Rp1.500.000.

i Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.500.000.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan
dan Anpgota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan
dalamm Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasgional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butr
C.3.a.1)h}(5) dan butir C.3.a.1)h}{6) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawal Aparatur 3Sipill Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administranf Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD schesar
Rpll.717.834.954.

{1) Belanja Tunjangan Jabatan DFRD schesar
Rp.896.000.000.

{2i Belanja Tunjangan Komumikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp2.636.310.954.

(3] Belanja Tumjangan Reses DPRD sebesar Rp208.000.G00,

(4) Belanja Turnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp.1.971.000.000

(5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Rp2.463.000.000.

b} Belanja Dana ©Operasicnal Pimpinan DPRD sebesar
Rp250.000.000;
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Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan  Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan  Pertangpungjawaban Dana Operasionat
sepanjang Peraturan Daerah tlentang Hak Keuvangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menteri Datam Negeri Nomorl88.31/7808/SJ perihal Penjelasan
terhadap Implementas: Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraluran Menteri Dalam Negerl Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepalutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daecrah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anpgaran 2024, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 158 milyar dialokasikan
yaitu paling rendah sebesar Ep400.000.000,00 dan paling tinggi
sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penycdiaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.
5} Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp79.242.109.455 atau 10% dari total Belanja Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian
abyek belanja :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

sebesar Rp39.316.151.595.
b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
sebesar Rp39.925.957.860.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rp43.526.016.972.

Untuk pein 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kola Bulittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan memperhatikan aspek efektifitas, ciisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tehun 2019 dan butir D.16.a.1)j){7) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai {TPP| kepada pegawai Aparatur Sipil
Negara [(ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan mempercleh persctujuan DPRD, yang
ditetapkan dengan Peraluran Kepala Daerah serla berpedoman pada
Peraturan Pemecrnntah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
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bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1)hj{7} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.

7)

B)

9

Belanja Tunjangan Profesi Guru ([TPG) PNSD  sebesar
Rp29.769.334.000.

Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp413.525.000.

Untuk poin 7) dan 8] dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Draerah Kota Bukittingg tentang APBD Tahun Anggaran 2024
untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran
2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir
C.3.a. 1Jh)(7)c)ilvii)fill] Lampiran Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yvang berlaku.
Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a] Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp2.668.032.231 atau 5% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukiliinggi tenlang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.110.644.633
diaraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sehesar Rp2.044.759.818.

i2) Belanja Inseniif bags KDH/WHKDH atas Pernungutan Pajak
Daerah sebesar Bpb23.272.4123.

b} Belanja Insentil bersumber dari Pendapatan Retribusi
Daerahh sebesar Rpl1.315.575.978 atau 2,28% dari total
Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daesrah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, di luar
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar RpS7.679.136.250
yang diuraikan sebagai berikut ;

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutlan Retribusi
Dacrah sebesar Rp820.675.978.

{2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH alas Pemungutan
Retribusi Dacrah schesar Rp494.900.000.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah sudah sesual Ketentuan yaitu paling tngogt 5% flima perseny
darn rencana penernimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b
Peraiuran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Draerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Daerah bagi Pejabat/PNSD  yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya scsuai
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur pcrhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan  obyektif lainnya sebagaimana maksud butir
C.2.a. 1)t} Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 15
Tabun 2023,
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10) Belanja Honorarium sebesar RpY.426.672.176 diuraikan ke
dalam sub rincian obyek ;

a)] Belanja Honecrarium Penanggung dJawaban Pengelolaan
Keuangan sebezar Rp.8.885.394.676.

b} Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
Rp.502.277.500.

c] Belanja Honorarium Perangkat UKPBJ sebesar
Rp.39.000.000.

11} Belanja Jasa Pengelolaan BMD  sebesar Rpl.043.850.000
diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

a] Belanja Jasa Pengelolaan BMD vang Tidak Menghasilkan
Pendapatan sebesar Rpl.043.850.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBDD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara selektil sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapal target Kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan
harga vang ditetapkan eleh Kepala Daerah sebagaimans
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019,

Selain itu pemberian hongrarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan perubahannya serta  butir
C.3.a.1}hl{7F){c}ii.viil) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah  Kota Bukittinggi  dilarang menganggarkan  belanja
pegareal yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja
pegawai  dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPKD, Kepala
Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1}h){9)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar
Rp315.348.047.150 atau 39% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraluran Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yvang nilai manfaalnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual! kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Dasrah guna mencapai
sasaran prioritas daerah vang tercantum dalam RPJMD/RPD pada
SKPD terkait scbagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir €.3.a.2)a] Lampiran
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyck belanja :

1) Belanja Barang sebesar Rp48.397.621.336 yang antara lain
diuraikan pada Bcelanja Barang Pakai Habis scbesar
Ep48.245.847.696, antara lain diuraikan pada :

a} Belanja bahan bahan bangunan dan konstruksi scbesar
Rp49.527.900.

b Belanja bahan bahan kimia sebesar Rp738.206.920.
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¢l Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
Ep&80.600.300.

d) Belanja Bahan Bahan Baku sebesar Rp3.469.000.

e] Belanja bahan bahan bibit tanaman sebesar Rp460.109 250,
f) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp298.721.950.

g) Belanja sukucadang alat angkutan sebesar Rp8.300.400.

h} Belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp&7.693.700.
i Belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp127.947.794,
1l Belanja suku cadang alal bengkel sebesar Rp7.134.800.

kj Beclanja suku cadang lainnya sebesar Rp3.720.000).

1} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rp4.470.035.571.

m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover sebesar Rp820.741.403..

rn} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
gsebesar Rp594.701.450.

0] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -benda pos
Rp124.220.000.

pl Belanja alat/bahan untuk kepgiatan kantor persedian
dokumentasi/administrasi tender Rp3.000.000.

q} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
schesar Rp978.361.750.

r] Belania Alat/Bahan untuk Kegiaian Kantor-Perabot Kanlor
sebesar Rpl.718.287.788.

5] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
sebesar Rpd75.790.150.

] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan
dinas sebesar Rpl.575.012.100.

1) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan
perlengkapan satwa sebesar Rp45.000.000.

vl Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan
pendukung clah raga scbesar Rpl69.955.320.

w} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Karntor-
Suvenir/Cendera Mata sebesar Rpl.166.665.000.

x¥) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat/bahan
untuk kegiatan kantor lainnya Rp62.303.100.

¥} Belanja Obat-Gbatan-Obat sebesar Rp244.745.600.

z) Belanja Barang untuk Dijjual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Rpl10.530.194.400.

aa) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rpl1.791.434.100.
ab) Belanjs Natura dan pakan-pakan Rp2.882.955.150.

ac) Belanja natura dan pakan natura dan pakn lainnya sebesar
Rp96.170.000,

ad) Belania Makanan dan Minuman Rapat sebesar
Rp10.964.005.500.

ac) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tarmu sebesar
Rp3.299.364.200,

af) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan
urusan kesehatan Rpl.102.000.000.
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ag| Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan
Rp99%.396.000,

ah) Belanija pakajian dinas KDH dan WKDH  sebesar
Rp315.000.000,

ai) Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH) sebesar Rpl132.000.000.

aj) Belanja  Pakaian Dinas  Lapangan  sebesar  (PDL}
Ep501.552.400.

ak) Belanja Batik Tradisional scbesar Rp87Y.300.000.
al) Belanja pakaian pakaian olah raga Rp316.650.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, s=sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c){l}{a}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun
2023, =serta memperhatikan aspek elektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun
2019,

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah dasrah guna
pencapaian sasaran pricritas daerah wyang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
belifbangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnva/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampal  siap  diserabhkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2)chl){b}, butir C.3.a.2)c){l){c) dan butir C.3.a.2)c){1){d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Jasa sebesar Rpl154.089.533.Y39 yang antara lain

diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rpld3.637.9202.449 vang
diuraikan antara lain :

{1] Honeorariumn Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp7.972.102.800.

{?) Honoramum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp3.108.670.000.

{3) Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan
beracara Rp349.200.000.

{4] Horeorarmim rohaniwan sebesar Rpl0.5300.000.

{3) Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah,
pengelola TI dan website sebesar Rp8.400.000.

{6) Honorarium penulisan butir secal tingkat Provinsi,
Kabupaten dan kota sebesar Rp10.750.000.

(7) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan sebesar Rp37.000.000C.

{8] Honorarium TAPD sebesar Rp. 900 .800.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
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Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan
kewajaran dalarm pencapaian sasaran program dan kegiatan,
dan selanjuinya dilakukan pengurangan jumiah alokasi
anggaran fersebut di atas dengan mengurangt jumiah
orang/ anggota im maupun penyesuaian harga safuan sesuat
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta
dalam rangka mencapal target kinerja kegiatan dengan
mempedemani standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan kontribusi  nyata terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target Kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)i2)(a)i.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

(9] Belanja Jasa Tenaga Pendidikan scbesar
Rp15.794.760.000.

{10)Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp6.314.000.000.

{11)Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp
300.125.000.

(12|Belanja jasa penanganan prasaranda dan sarana umum
Rp4.309.070.000.

{13|Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp9.014.750.000.

14}Belanja  jasa tenaga pemadam  kebakaran dan
J J
penyelamatan sebesar Rp703.000.000

(15)Belanja jasa tcnaga penanganan bencana sebesar
Epl.320.000.000.

(l6)Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar
Rp212.000.000.

(17)Belanja jasa tenaga perhubungan sebesar
Ep3.600.666.108
(18)Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar

Rp&.087.000.000.
(19Belanja  jasa  tenaga operator  kKomputer  scbesar
Rpl.098.000.000.

{20)Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar
Rp3.828.970.000.

{21)Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp2.487.350.200.

{22)Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar
Epl18.849.340.028.

{23)Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp5.972.230.000.
(24)Belanja jasa tenaga sopir sebesar Rp385.000.000

Hurus dibatust dun dikurangi alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawai dengan Pcrjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pcjabat
Pembina Kepegawaian [PPK) dan pejabat lain di lingkungan
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instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pepawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk badan layanan umum  daerah  sebelum
divndangkan peraturan pemerintah ini masih  tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 3 (hima) tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Notmor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawal Negeri Sipil di
Lingkungan Instans Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan
baru bagi pegawal hon PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi
Jabatan pelaksana ASN sebagairmana disebutkan di aias,
maka Pemenntah Kota Bukittinggi tidak dJdiperkenankan
urntuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan
untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja
yang diwagabkan lainnya yang belum lerpenuhil sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(253)Belanja Tagihan telepon sebesar Ep389.120.000.
(26}Belanja Tagihan Air sebesar Rpl.426.180.000.
(27)Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp7.843.870.000.

(28)Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar
Rp&80.200.000.

(29)Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
sebesar Rp3.509.905.000.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana  ditegaskan  pada  butir  C.3.a.2)c)(2){a)i
Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belanja Turan Jaminan/Asuransi sebesar Rp12.602.699.266

yang diuraikan :

(1} Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp6.867.732.766.

(2} Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagl pescria
PBPU dan BP kelas 3 sebesar Ep2.400.260.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi dalam rangks mewujudkan Universal Health
Coverage {UHC) guna terselenggaranya jaminan keschatan
bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantiuan
iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
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kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bulattingg tidak
diperkenankan mengelola sendin {sebagian atau seluruhnyay)
Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama
dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema
ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b}iv.i] dan
butir D.16.a.2)c){2)(b)v.viii] Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja [uran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar
Rp2.207.625.600.

{4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakzan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rp581.048.400.

(3) Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar
Rp521.032.500.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 lentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Neomor 44 Tahun 2015,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomeor 40 Tahun 2004
teritang Sistem Jaminan Seosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomer 109 Tahun 2013
tenitang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2){b} Lampiran
Peraturarn Menteri Dalam Neger Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

{1) Belanja Sewa  Peralatan  dan Mesin sebesar
Rp2.848.543.000,

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar
Hp6H63.300.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan
disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing
kegiatan dengan memprioritaskan terlebih  dahulu
penggurnaan barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek cfektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 avat (1)
Peraturan Permerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
tersebul dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik dacrah yang disusun dengan memperhatikan
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kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/fatan standar harga sesuali amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Belanja Jasa Keonsultansi Konstruksi sebesar Rp7 18.000.000.

Belanja Jasa Konsultansi Non Kenstruksi sebesar
Rp558.000.000.

Pemerintah Daerah dapal menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa
Kensultasi Kenstruksi mengikuti konsep full costing atan
nilal aset tetap vang dianggarkan dalam belanja meodal
adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap
digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Bukittingg dapat
menganggarkan jasa  konsultasi  konstruksi apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Epl.463.473.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan
tetap memperhatikan aspck cfektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran,
mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat
Daerah dan Staf Pemerintah Dae¢rah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan
untuk diselenggarakan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, dalam bhal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebul diselenggarakan di luar
daerah harus dilakukan seccara sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta
manfaat yang diperoleh dan kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
efektifitas penggunaan anggaran dacrah.

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25,.885.362.995 yang diuraikan
pada :

a)
b}

c)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin  sebesar
Rp20.229.443.,59].

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp2.509.819.404.

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp3.146.100.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan
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kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, cfisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atzu
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat {2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negernl Nomer 19 Tabun 2016 tentang
Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta  butir
C.3.2.2)c}{3) Lampiran Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp53.001.744.878 vang
diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Neger sebesar
Rp32.301.744.878 dan Perjalanan Dinas Luoar negeri sebesar
Rp7006.064.000.

Dalam  penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungiawaban sesuai dengan biaya
riill dan pengalokasian pada kode rekening yvang sesuai dengan
maksud dar Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya alokasi anggaran untuk beianja perjglanan dinas
harus dirasionalkan dan dikurargi jumlah anggarannya
dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta disesuajkan dengan capaian target kinerja
kegatan. Pemerintah Kota Bukittinggl agar menghitung kembali
aloknast Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah
orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud, sehingga
relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan
hasinya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai
peraturan perandang-undangan. Selanjutnya penganggaran
belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3 a.2)c)(4)
Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
20123

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
scbagaimana tercantum dalam REKPD, KUA dan PPAS vyang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota
Bukittinggn untuk memenuh) alokasi anggaran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi sckurang-kurangnya 1% (satu persen)
dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan|, untuk
memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN  dalam rangka pengembangan  kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk
mcmenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Setanjutnya, penyediaan anggaron untuk Belanja  Perfalanan
Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarikan pada Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran
2024 kecuall hanya untuk keglatan gang bersifat urgent
dan mendesak bagi kepentingan Pemeriniah Daerah Kota
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Bukittinggi, antara lain telah memiliki perjanfian kerja sama
antara Pemerintah Daerah Kofa Bukitfinggi dengan pthak luar
negeri dan dalam pelaksanaannya jfuga harus berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomaor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD.

51 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rpl17.87Y7.975.000 yang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Keuiga/Pihak Lain/Masyarakat.
Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisien=i, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan vang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampsak
sosial  kemasyarakatan akibat  penggunaan  tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyvek strategis nasional sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD wvang pengegunaannya sudah ditentukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c](S) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyvediaan anggaran vang tercantum pada :

1] Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp8.000.000.000.

2] DBelanja Hibah Dana BOS scbesar Rp6.992.750.000.

3} Belamja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar 2.000.000.000.
4] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar 4.554.630.00

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp21.347.380.000 lebih kectl dari
alokasi target DAK WNon Fislk BOS pada Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp24.894.520.000. Ha! ini belum sesuai dengan maksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sckolah pada Pemerintah
Daerah dan butir C.2.b.4jal{d)(e)li. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantlim pada :
11 BRelanja Pegawai RLUD sebesar Rp5 668,787 483,
2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp&.095.800,202.

3] Belanja Modal Peralatan dan  Mesin  BLUD  schesar
Rpl.909.849.120.

4] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  sebesar
Rp600.000.000.

o] Belanja modal aset lainnya BLUD scbesar Rp10G.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp16.374.445.805, sesuali bila dibandingkan
target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan
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Peraturan Daerah tentang APBD Tzahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl6.374.445.805. Sesuail dengan maksud Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB
yang dikensolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-
lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD vang sumber dananya
berazal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLULD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah vang selanjutnya, dirinci dalam 1 {satu] program, 1
[satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jerms belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program penurgyang urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp58.505.069.376 pada Rancangan Peraluran Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1] Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp15.575.186.850.

2] Belanja Hibah  kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Ep35.201.485.000.

3} Belanja Hibah Bantuan Keuangan kcpada Partai Politik sebesar
Rp735.647.526.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggt tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5] Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Bukittinggi telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kota Bulkilinggl serta untuk mendanai
program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja
hibal: dan bantuan sosial dapat dienggarkan sepanjang telah
memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapatan
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendulung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, sebagaimana maksud Pazal 298 avat (4] Undang-Undang
Nomeor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diukbah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal
£2 dan Pasal 63 Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
butir €.3.a.5) Larnpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2023.
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Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wafib diantaranya terkait peloyanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota
Bukittinggi baru sebesar Rp33.612.265.430 atau 4% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah teniang
APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah Koia
Bukittingg! wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut
untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wafib terkall
SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat {3)
dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undarng-Undang Nomor 6§ Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantli Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentung Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran lujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalln serangkalan proses cvaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran terscbut tcpat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah jfuga harus

mempedoman! pagu anggaran belanja hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanfutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibkah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp735.047.526 atau 0,1% dan total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomeor
5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nemeor 5 Tahun Z201¢ tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 1entang Talacara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d){7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
G00.1.8.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati scrta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka
Pemerintah Kota Bukittinggl agar memastikan tersedianya alokasi
anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum {(KPU] dan Badan
Pengawas Pemilu [Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan
di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 6% sisanya dialokasikan pada
APBED Tahun Anggaran 2024,

Dalam Lampiran [II Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang
Penjabaran APBID} TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah
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untuk KPU Kota Bukittinggi sebesar Rp%9.823.152.850 atau 71% dari
total NPHD scbesar Rp13.823.152.850 dan Bawaslu Kota Bukittinggi
sebesar Rp3.167.409.000 =ztau ©9% dari total NPHD sebesar
Rp4.567 .40%.000.

Untuk menjamin Kelersedigan anggoran uniuk  penyelenggaraan
tahapan-tahapan Pemilu/ Pemilukada serentoek di Kota Bukittinggi
Tahun 2024, Pemerintah Kola Bukittingg! sudah memenuhi alokasi
hibah Kepada KPU dan Bawasiu Kota BukKittinggt sebesar sisa total
kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda
tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kola
Bukittinga.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp71.409.072.915 atau 9%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus diprioritaskan
untuic pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah, sehagalmana dimaksud butir
D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I5
Tahun 2023

Pengangparan Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan asct tetap dan aset lainnya
yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemenintahan daerah, dan
melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2018, dan butir C.3.b.1),
C.3.b.2} dan butir C.3.5.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 15 Tahun 2023,

Penganggaran pengadaan Barang Milikk Daerah (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan dacrah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Sclanjutnya,
perencanaan kebututhan barang miitk daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru fnew initiative} dan angka
dasar {baselinel serta penyvusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoeman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Wali Kota Bukitunggi sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.5.7), C.3.b.8), C.3.0.9) dan C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pclaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
ayat (2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :
a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp400.000.000

b, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.777.497.278 vang
diuraikan ke dalam belanja antara lain :
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1} Belanja moedal Alat Besar Rpl1.231.453.460

2) Belanja Modal Alat Anglutan sebesar Rp2.408.119.600

3} Belanja modal Alat bengkel dan alat ukur sebesar Epb.528.000
4} Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp7.431.700

5) Belanja Moedal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Ep2.235.732.450

&) Belanja modal =slat  studio, komumkasi dan pemancar
Rp251.340.546

7] Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rpl.608.000.287
8) Beclanja modal alat laboratorium Rpl164.810.000
4) Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.785.744.200

10) Belanja  medal peralatan dan mesin BOS  sebesar
Rp2.000.000.000

11) Belanja modal peralatan dan mcsil BLUD  sebesar
KHpl.909. 845 120

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.152.035.600,

Belanja Maodal Jalan, Jaringarn dan Irngasi sebesar
Rp10.060.413.9532 ,yang antara lain diuraikan ke dalam rincian
obyek :

1} Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp6.026.235,600.,
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp2.273.670.000.

3} Belanja Modal Instalasi sebesar Rp868.816.000.

4) Belanja Modal jaringan sebesar Rp791.692.352.

S) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar
Rp100.000.000

Belamja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.587.614.000.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya vang memenuhi kriteria mempunyail masa manfaat lebth dari
12 {dua belas} bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Dacrah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesual kewenangan
Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana maksud Pasal 282
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan
dan Kemampuan Keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
pengangparan pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah {RKBMD) yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan menganggarkan
pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan
tidak merupakan kKewenangan daerah, dan selanjutnya agar
cialihkan pada program Kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daecrah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, scbagaimana diubah dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.5.4) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan  Kesehatan  sebesar
Rpl.608.000.287.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rpl164.810.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus
memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan
laboratorium tersebul dengan harga yang kompetitif dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya
pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasicnal peralatan
dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggararn Belanja Tidak Terduga sebesar Rpl.000.000.000
atau 0,1% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alckasinya perlu untuk dihitung kemball dan nominalnya disesuaikan
dengan proyeksi kebutuhan yvang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendsali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta butir €,3,¢. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Ep50.000.000.000, sebagaimana Tabel 12 sebagai benikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerab
dalam Rancangan Peraturan Daerah Koeta Bukittinggi tentang APBI Tahun
Anggaran 2024 sebagai berikut:

1.

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pcngeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepaslian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdin :

1.

Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bulkittinggi
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000.

Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar
Rp50.000.000G.000.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 gyang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan

sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a){I}] Lampiran
Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya. Pemerintah Kota Bukittinggl waab menganggarkan SiLPA
dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir
C.4.a.2)a}{3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun
2023,

Dralam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhalikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2jajf4)] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.a.2)a}(3i6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023,

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp.
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IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APEBD DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
REKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubahan REKPD
Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dzlam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12
sebagal berikut:
Tabel 12

Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

Ko Keterangan RPIMD RKPD 2024 KUA-PPPAS 2024 APBD 2034
| Jumlah Program ' 137 ' 131 ' 131 ' 130

2. Jumlah Kegiatan ' - ' 252 ' 252 ' 251

3. Jumlah Sub Kegiatan - . 660 | H60 - 670

4. Elé‘:]r"“h Anggaran 1.224.320.260.00K 990.013.377.565 R55.700.857.31% 806.734.447.755

Jumlah program sebanyak 130, jumlah kegiatan sebanyak 251 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 670 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bukittinggi tentang APBD TA. 2024 belum sesual dengan jumlah program
dan kegiatan dalam RKPD Kota Bukittingg: Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bukittinggi hanga
diperkenankan melakukan penambahan program, kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketenfuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab IOI huruf A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
20240.

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat Sub kegiatan yang
lerdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggl tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak
terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pendidikan:

a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2. Dinas Kesehatan:

a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

b. Pemelharaan Rutin dan Berkala Alat Keschatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

d. Pengelolaan Peleyanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Keseshatan

f. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan fNasional
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g. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan {Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

h. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

i. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Keschatan

j. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Keschatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM}

k. Pengadaan Kendarazn Perorangan Dinas atau Xendaraan Dinas
Jabatan

l. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasicnal atau Lapangan

UPTD Puskesmas .

a. Pelavanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

a. Semua sub kegiatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Dinas BSosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anal :

a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan
dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota

¢. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB

e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyulithan Bangga
Kencana

[. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa {Rakordes|, dan Mini Lokakarya {Minilak|

g. Promosi dan KIE Prograrn Bangga Kencana Melalui Media Massa
Cetak dan Elekironik serta Media Luar Ruang

h. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

i. Penggerakan Kader Institusi Masvarakat Pedesaan [IMP)

J. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obal Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Peclayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnva

k. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MEK.JP)

. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

m. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

n. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

0. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung
Keluarga Berkualitas

p. Pengadaan Sarana Kelompeok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, FIK-R dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

q. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting
{Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, [bu Hamil, Pasca
salin fkelahiran

r- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calen  PUS, Ibue Hamil, Pasca  salin/kelahiran,
Baduta/Balita]
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&. Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a. Penvelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dibadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
¢. Pengawasan Penanarman Modal
7. Dinas Perhubungan
a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
a. Peningkatan Peran Serta Masyvarakat dalam Penyimpanan,
Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
b. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN
9. Schkretariat Dacsrah
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Kelurahan
a. Sub-sub kegiatan pada Kelurahan

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan 35ub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggt tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD serta KUA dan FPAS
sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintabh Daerah Kota Bukittinggn harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat
[3), Pasal 310 ayat (1), ayat {2] dan ayat (3] Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2} Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat
{4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daecrah, dan Pasal 23 ayat (2, Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90
ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 86 Tahun 2017 tenlang Tata Cara Perencanzsan,
Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan lvar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 disctujui bersama, Pemerintah Dacrah Kota
Bukittinggi menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.
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V., KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN RPIMD/RPD

Kesesuajan program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittingg
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Bukittinggi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD
sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerab Kota
Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RKPD pada
Tahun 2024 Rp 920.013.377.565 scdangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 Rp806.734.447.755; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RKPD pada Tahun 2024
sejumiah 131 program, scsuai dengan jumlah program yang tercantum
pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sejumlah 130 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program
prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan
PPAS Tahun Anggaran 2024,

3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama [[KU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD} sebagaimana tertuang dalam RPD
Keota Bukittinggi Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Bukittinggl dalam menyusun APBD Tahun Anpgaran 2024,
selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedomani antara lain sebagai berilout :

A. Pengangparan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittingpi tentang Penjabaran APBD Tahun
Angparan 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap
harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangar.

B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem i seluruh  wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. techabilitasl sosial PMKS lainnya bukan kKorban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
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¢. pengelolaan pendidikan nonformal fkesetaraan;
pengelolaan pelayanan keschatan gizi masyarakat;

e. pencegahan dan penyelesaian perselisithan hubungan industrial,
muogok kerja dan periutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil
musyawarah desa/kelurahan yvang dibuktikan dengan bernta acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan /subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten fkota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta
masvarakat dan lintas scktor tingkat daerah kabupaten /kota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran
data penerima dengan nama dan alamat {by name by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. penyediaan fasilitas pelayanan keschatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kota;

b pemberdayvaan dan  perlindungan Koeperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten/kota; dan

¢. prlaksanaan pelatihan berdasarkan unit kempetensi.
4. memifasilitasi penyediaan perumahan bag penerima maniaal; dan

5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 {tiga} bulan sekali.

C. Menindaklanjuty  Surat  Edaran  Mentern Dalam Negeri Nomor

900.1.9.1/5252/85.) lentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota
Bukittingg agar memastikan tersedianva alokasi anggaran untuk Hibah
Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuaj
kebutuhan di APBD TA. 2024, Bila ketentuarn tersebut tidak dipenuhi dan
ditindaoklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024
tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saal pemerinlah Kota Bukittingg
menyampaikan hasi! tindak lanjut cvaluasi gubernur ini, ager menyertakan
dolkumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai dala
pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada
APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD} tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penvelengparaan
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggn Tahun 2024 antara
Wali Kota Buluttinggi dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Bukittingg.

. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin kensistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagal  quality  assurance  untuk melakukan  reviu  atas  dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah vakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-S3KPD
disampaikan kepada Gubcernur scbagai wakil Pemerintah Pusat dan
ditembuskan kepada Inspekiur Jenderzal Kementerian Dalam Negern paling
lama 7 [tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan,
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E. Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran
Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non
PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015,
dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara
negara tersebut mempedomani Peraturan Mentenn Tenaga Kerja Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Harn Tua.

F. Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan langkah-langkah percepatan
pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai (Battery Electric Vehicle] sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau
Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah,

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Wali Kota
Bukittinggi agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan peringatan HUT
Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Bukittinggi menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Angparan 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan
dimaksud.

GUBE SUMATERA BARAT,
STEMPEL PARAF

2 -"Er_-nr;r-:mrﬂ F‘HD'.-h;IBL.'.rJM':‘-b__:. Plr:'_‘_

'—‘_& ) Jabatan | Tangou] LDI

! F Jaokmetans Dnerah Fﬂfk"'

AT YR

Stang- —[sass [T |4

\h{ i Hahihi — - ﬂ“
CMcad U o 9




